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KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori dan Konsep

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

a.

Pengertian MBS

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bagian dari
manajemen pendidikan. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang
pengertian MBS akan dibahas terlebih dahulu pengertian manajemen
pendidikan. Arikunto dan Yuliana mengemukakan bahwa manajemen
pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa
proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang
tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.’
Sementara itu, Made Pidarta mengartikan manajemen pendidikan
sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar
terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditentukan sebelumnya.2

Pendapat yang lain menurut Tilaar dalam sulistyorini dan
fathurrahman mendefinisikan manajamen pendidikan adalah proses

pengelolaan lembaga pendidikan dengan mobilisasi sumber-sumber

! Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media,

2008), 4.

2 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT Bina Aksara, 2011), 8.
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pendidikan dan segala hal yang terkait untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien.’

Sedangkan manajemen pendidikan Islam menurut Mujamil
Qomar adalah suatu proses pengelolaan secara Islami terhadap
lembaga pendidikan Islam dengan cara menyiasati sumber-sumber
belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan
Islam secara efektif dan efisien.* Berbeda dengan Ramayulis,
menurutnya manajemen pendidikan Islam sebagai proses pemanfaatan
semua sumber daya yang dimiliki, baik perangkat keras maupun
lunak. Pemanfaat tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara
efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagian dan
kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.’

Berdasarkan contoh rumusan yang dikemukakan diatas
manajemen pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:
“suatu proses penataan atau pengelolaan secara Islami terhadap
lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia
Muslim dan non-Muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan
pendidikan Islam secara efektif dan efisien.®
Rohiat mendefinisikan bahwa manajemen sekolah adalah

melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah/organisasi.

? Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan
Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2014), 11.

* Mujamil Qomar, Manajemn Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan
Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 6.

5 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 261.

® Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi Dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras,
2009), 13.
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Adapun sumber daya yang dimiliki sekolah adalah: manusia, uang,
metode, material, mesin, dan pemasaran, pengelolaan dilakukan
secara sistematis dalam suatu proses yang berlangsung dalam dunia
pendidikan. Tujuan dari pengelolaan sekolah adalah mendayagunakan
sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk
mencapai tujuan sekolah.’

Manajemen pendidikan di sini dimaksudkan sebagai rangkaian
kegiatan yang berupa proses pengelolaan sumber daya sekolah yang
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap komponen sekolah. Hal itu dilakukan dalam rangka
pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah sebagai upaya
peningkatan mutu pendidikan. Pencapaian tujuan peningkatan mutu
sekolah sangat ditentukan oleh visi, misi, dan tujuan sekolah yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Pada hakikatnya istilah manajemen pendidikan dan
manajemen sekolah mempunyai makna dan maksud yang sama.
Keduanya sulit untuk dibedakan, karena kedua istilah tersebut sering
dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama. Apa yang
menjadi bidang manajemen pendidikan adala juga merupakan bidang
manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui
fungsi-fungsi yang sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan

manajemen pada umumnya.

" Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori dasar dan Praktek (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14.
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Dilihat dari asal usul peristilahan, Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) merupakan terjemahan langsung dari School-Based
Management (SBM). Sedangkan secara leksikal, Nurkolis menyatakan
Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen,
berbasis, dan sekolah. Manajemen merupakan proses menggunakan
sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki
kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan
lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan
memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka
MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang
berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau
pembelajaran.®

Myers dan Stonehill dalam Nurkolis mengartikan MBS adalah
strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mentransfer
otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah
pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual.’

Mulyono dengan mengutip pendapat Eman Suparman
mengatakan, MBS dapat didefinisikan dalam penyerasian sumber
daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan
semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara

langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi

8 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi (Jakarta: PT Grasindo,
2005), 1.
% Ibid, 3.
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kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah
dalam pendidikan nasional.'

Selain itu, Nurkolis mengatakan Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS diartikan
sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada
sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang
melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan
mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.''

Adapun Bappenas dan Bank Dunia, seperti yang dikutip oleh
B. Suryosubroto, memberikan pengertian manajemen berbasis sekolah
adalah pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang
lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah
terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditunjukkan sebagai sarana
peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.'?

Sesuai dengan pendapat di atas, Mulyasa menyatakan bahwa
“MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberi otonomi
luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka

kebijakan pendidikan nasional”."?

' Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,

2010), 239.

! Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah..., 9.

12 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 195.

3 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung: PT
Rosdakarya, 2005), 24.
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Berdasarkan uraian pengertian MBS di atas, MBS dapat
diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi penuh
kepada sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat
untuk mengelola sumber daya yang ada, yang bertujuan untuk
mencapai serta memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam pendidikan
nasional dengan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Secara
lebih rinci, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memvisualisasikan

pengertian MBS dalam bentuk gambar berikut.

Manajemen sekolah yang baik
ditunjukkan dengan kemandirian,
keadilan, keterbukaan, kemitraan,

partisipatif, efisiensi, dan
akuntabilitas

Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Berbasis Tl, dan Membentuk Karakter

Tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis

Kepemimpinan yang efektif

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
PESERTA DIDIK
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SARANDA DAN PRASARANA
PEMBIAYAAN
HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYRAKAT
BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

(T, e~ .. i - -~ A T~~..

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Gambar 2.1 Konsep Dasar MBS

' Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar: Buku 1(Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013), 8.



30

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diartikan bahwa MBS
merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada
satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip
kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi,
dan akuntabilitas. Dalam MBS, strategi pembelajaran yang digunakan
adalah berpusat pada peserta didik (PAKEM) berbasis TI, dan
membentuk karakter. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan
tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan
yang efektif. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi
manajemen kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan
sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah.

b. Tujuan MBS

Tujuan umum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan
untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian
kewenangan (otonomi) kepala sekolah, pemberian fleksibelitas yang
lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan
mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk
meningkatkan mutu pendidikan."’

Menurut Kustini Hardi seperti yang dikutip oleh Sri Minarti,

ada tiga tujuan diterapkannya MBS, yaitu sebagai berikut:

15 Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 69.
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1) Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan
unsur komite sekolah dalam aspek MBS untuk meningkatkan mutu
sekolah.

2) Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan
unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif
dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat setempat.

3) Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam
masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam
membantu peningkatan mutu sekolah."®

Sedangkan Mulyasa menyatakan bahwa diterapkannya MBS
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan
pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dirinci sebagai berikut:

1) Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan
mengelola  sumber daya, partisipasi  masyarakat, dan
penyederhanaan birokrasi.

2) Peningkatan mutu antara lain diperoleh melalui partisipasi orangtua
terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas,
peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya
sistem insentif dan disinsentif.

3) Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh peningkatan
partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih
berkonsentrasi pada kelompok tertentu. '’

Nurkolis menyatakan tujuan penerapan MBS adalah

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu
menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum,
kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga
kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan
secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas
bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya,
melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula.'®

Sementara itu, menurut Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia dalam Nurkolis, tujuan MBS dengan model

MPMBS adalah sebagai berikut:

% Ibid.
" Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., 25.
'8 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah..., 23-24.
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1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif
sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang
tersedia.

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
penyelenggararaan pendidikan melalui pengambilan keputusan
bersama.

3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya.

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu
pendidikan yang akan dicalpai.19

Selain tujuan MBS yang telah diungkapkan di atas, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar membagi tujuan MBS menjadi dua, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk lebih jelasnya akan dirinci
sebagai berikut:

1) Tujuan Umum
MBS bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui
pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola
sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua
kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam
pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah. *°
2) Tujuan Khusus
Secara khusus, MBS bertujuan untuk:
a) Membina dan mengembangkan komponen manajemen
kurikulum dan pembelajaran;
b) Membina dan mengembangkan komponen manajemen peserta
didik;
¢) Membina dan mengembangkan komponen manajemen pendidik
dan tenaga kependidikan;

d) Membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana
dan prasarana;

19 77 :
Ibid, 217.

* Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah —di Sekolah Dasar: Buku I(Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013), 10
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e) Membina dan mengembangkan komponen manajemen
pembiayaan;

f) Membina dan mengembangkan komponen manajemen
hubungan sekolah dan masyarakat;

g) Membina dan mengembangkan komponen manajemen budaya
dan lingkungan sekolah.”!

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang tujuan MBS
yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan
MBS secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian, mutu
sekolah, serta tanggung jawab sekolah terhadap warga sekolah
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara
itu, secara khusus tujuan MBS adalah untuk membina dan
mengembangkan komponen manajemen sekolah, yang meliputi:
kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah

dan masyarakat, serta budaya sekolah.

Karakteristik MBS

Yen Cheong Cheng dalam Nurkolis menyatakan MBS

memiliki delapan karakteristik, yaitu dalam hal misi sekolah, hakikat
aktivitas sekolah, strategi-strategi manajemen, penggunaan sumber-
sumber daya, peran warga sekolah, hubungan interpersonal, kualitas
para administrator dan indikatorindikator efektivitas. Lebih jelasnya

akan diuraikan sebagai berikut:**

2 Ibid.,

2 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah..., 56-64.
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1) Misi Sekolah
Sekolah dengan MBS memiliki cita-cita menjalankan
sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan
dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam
aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Hal tersebut
merupakan budaya organisasi yang besar pengaruhnya terhadap
fungsi dan aktivitas sekolah. Budaya organisasi sekolah yang kuat
harus dikembangkan di antara warga sekolah sehingga mereka
bersedia berbagi tanggung jawab, berkerja keras dan terlibat
secara penuh dalam pekerjaan sekolah untuk mencapai cita-cita
bersama. Budaya sekolah yang kuat juga mensosialisasikan warga
baru untuk memiliki komitmen terhadap misi sekolah dan dalam
waktu yang sama mengajak warga lama bekerja sama secara terus
menerus untuk menjalankan misi.
2) Hakikat Aktivitas Sekolah
Hakikat aktivitas sekolah berarti sekolah menjalankan
aktivitasaktivitas pendidikannya berdasarkan karakteristik,
kebutuhan, dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas berbasis sekolah
ini amat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3) Strategi-strategi Manajemen
MBS dapat dicerminkan dalam aspek-aspek strategi

manajemen berikut ini.



a)

b)

c)
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Konsep atau asumsi tentang hakikat manusia

Berdasarkan pada teori Mc Gregor, MBS mementingkan
adanya partisipasi demokratik, perkembangan profesional dan
kemajuan kehidupan kerja untuk memotivasi guru-guru dan
para siswa. Selain itu, berlandaskan teori Maslow dan
Alderfer bahwa guru dan siswa kemungkinan memiliki
tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, di luar kebutuhan
ekonomi. MBS dapat menyediakan fleksibilitas lebih baik dan
kesempatan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan guru dan
siswa serta memberi peran terhadap talenta-talenta mereka.
Konsep organisasi sekolah

Sekolah sebagai organisasi tidak sekedar tempat persiapan
anak-anak di masa mendatang, tetapi juga tempat untuk siswa,
guru, dan administrator hidup, tumbuh dan menjalani
perkembangan. Oleh karena itu, dalam MBS sekolah tidak
hanya tempat membantu perkembangan siswa, tetapi juga
tempat perkembangan guru dan administrator.

Gaya pengambilan keputusan

Dalam MBS gaya pengambilan keputusan pada tingkat sekolah
adalah melalui pembagian kekuasaan (power sharing) atau

partisipasi (participation).
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d) Gaya kepemimpinan
Dalam MBS, gaya kepemimpinan yang digunakan kepala
sekolah adalah multikepemimpinan. Kepemimpinan kepala
sekolah dalam MBS tidak hanya kepemimpinan teknis dan
manusia, tetapi juga menggunakan kepemimpinan
kependidikan, simbolik, dan budaya.

e) Penggunaan kekuasaan
Para administrator sekolah disarankan menggunakan
kekuasaan terutama keahlian dan referensi, memberi perhatian
terhadap pertumbuhan profesional guru, menjadi pemimpin
yang profesional terhadap guru-guru dan memberi inspirasi
pada guru-guru dan siswa untuk bekerja secara antusias
dengan kepribadian yang mulia.

f) Keterampilan-keterampilan manajemen
Dalam MBS diperlukan konsep-konsep baru dalam
keterampilan manajemen untuk mencapai tujuan secara
efektif dan efisien.

4) Penggunaan Sumber Daya
MBS memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk
memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengadakan dan
menggunakan sumber daya. Sekolah dipersilakan untuk

menggunakan sumber dayanya secara efektif berdasarkan
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karakteristik dan kebutuhan mereka guna memecahkan masalah

yang timbul dan untuk mencapai tujuan sekolah.

5) Perbedaan-perbedaan peran

Penerapan model MBS menuntut peran aktif sekolah,

administrator, guru, dan orang tua.

a)

b)

c)

d)

Peran sekolah

Peran sekolah adalah untuk mengembangkan inisiatif,
memecahkan  masalah, dan  mengeksplorasi  semua
kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pengajaran guru
dan efektivitas pembelajaran siswa.

Peran departemen pendidikan

Peran otoritas pusat adalah sebagai pendukung (supporter)
atau penasihat (advisor) yang membantu sekolah untuk
mengembangkan sumber dayanya dan secara khusus untuk
menjalankan aktivitas pengajaran efektif.

Peran administrator

Peran administrator adalah sebagai pengembang dan pemimpin
dalam mencapai tujuan sekolah.

Peran para guru

Peran guru dalam MBS adalah sebagai rekan kerja, pengambil
keputusan, dan pengimplementasi. Guru bekerja sama dengan

komitmen bersama dan berpartisipasi dalam pengambilan



38

keputusan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan
mengembangkan sekolah mereka dengan antusiasme.
e) Peran para orang tua
Peran orang tua dalam MBS adalah sebagai partner dan
pendukung. Orang tua dapat berpartisipasi dalam proses
sekolah, mendidik siswa secara kooperatif, berusaha
membantu  perkembangan  sekolah, mendukung dan
melindungi sekolah pada saat mengalami kesulitan.
6) Hubungan antarmanusia
MBS menekankan hubungan antarmanusia = yang
cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen
yang saling menguntungkan.
7) Kualitas para Administrator
Model MBS memandang penting adanya partisipasi dan
perkembangan dalam menghadapi tugas pendidikan yang
kompleks dalam mencapai efektivitas pendidikan. Oleh karena
itu, persyaratan administrator yang berkualitas sangat penting.
Administrator perlu memperluas wawasan dan pemikirannya
dengan belajar sehingga dapat mengembangkan sekolahnya.
8) Indikator-indikator Efektivitas
Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator
multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah

harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk
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membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian
efektivitas sekolah harus memperhatikan multitingkat, yaitu pada
tingkat sekolah, kelompok, individual, dan indikator multisegi,
yaitu mencakup input, proses, dan output sekolah di samping
perkembangan akademik siswa.

Selanjutnya, Rohiat menyatakan karakteristik MBS mencakup

karakteristik output yang diharapkan, proses dan input.”

1) Output yang diharapkan

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan, yaitu
prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan
manajemen di sekolah. Output bisa berupa prestasi akademik
misalnya NUAN/NUNAS, lomba karya ilmiah remaja, lomba
Bahasa Inggris, lomba mata pelajaran, cara berpikir kritis, kreatif,
nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah. Juga prestasi non
akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri,
kejujuran, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi
terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan,

kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan.**

2) Proses

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik

proses sebagai berikut.

2 Rohiat, Manajemen Sekolah...,57.

2 Ibid, 58.
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a) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi.
Secara umum proses pembelajaran dan pengajaran harus harus
berpusat pada layanan peserta didik (student centered), yang
menekankan pada keaktifan peserta didik dalam proses
pembelajaran.

b) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat.
Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam
mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua
sumberdaya pendidikan yang tersedia.

¢) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
Sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman, tertib, dan
nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung
dengan nyaman.

d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
Tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menyukseskan
MBS adalah tenaga kependidikan yang memiliki komitmen
tinggi, mampu, dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik.

e) Sekolah memiliki budaya mutu

f) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis.
Kebersamaan merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS,
karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga
sekolah, bukan hasil individual.

g) Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian

h) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
Sekolah yang menerapkan MBS memiliki karakteristik bahwa
partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian
kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin
tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin
besar pula rasa tanggung jawab dan makin besar pula rasa
dedikasinya

i) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen
Keterbukaan/transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan
keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan
uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak
terkait sebagai alat kontrol.

j) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah
Perubahan yang dimaksud di sini adalah peningkatan baik
bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan
perubahan hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya
terutama mutu peserta didik.

k) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan

1) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan.
Sekolah selalu tanggap/responsif terhadap berbagai aspirasi
yang muncul bagi peningkatan mutu. Sekolah tidak hanya
mampu menyesuaikan terhadap perubahan/tuntutan, akan tetapi
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juga harus mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan
terjadi.

m)Memiliki komunikasi yang baik
Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik,
terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat,
sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah
dapat diketahui.

n) Sekolah memiliki akuntabilitas
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah
dilaksanakan.

0) Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas
Sekolah yang efektif harus memiliki kemampuan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya baik dalam program
maupun pendanaannya.”

3) Input pendidikan
Input pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

b) Sumberdaya tersedia dan siap.

c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi

d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi.

e) Fokus pada pelanggan

f) Input manajemen.26

Lebih lanjut, Mulyasa menyatakan bahwa karakteristik MBS

bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat
mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar,
pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan

administrasi.””  Lebih lanjut, mengemukakan ciri-ciri MBS

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

2 Ibid, 58-62.
% Ibid, 62-64.
z Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., 29.
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Organisasi Sekolah Proses Belajar Sumber Daya Sumber Daya dan

Mengajar Manusia Administrasi
Menyediakan Meningkatkan Memberdayakan Mengidentifikasi
manajemen/ kualitas belajar siswa | staf dan sumber daya yang
organisasi menempatkan diperlukan dan
kepemimpinan personel yang mengalokasikan
transformasional

dalam mencapai
tujuan sekolah

dapat melayani
keperluan semua
siswa

sumber daya
tersebut sesuai
dengan kebutuhan

Menyusun rencana
sekolah dan
merumuskan
kebijakan untuk
sekolahnya sendiri

Mengembangkan
kurikulum yang
cocok dan tanggap
terhadap kebutuhan
siswa dan
masyarakat sekolah

Memilih staf yang
memiliki wawasan
manajemen berbasis
sekolah

Mengelola dana
sekolah secara
efektif dan efisien

Mengelola kegiatan | Menyelenggarakan | Menyediakan Menyediakan
operasional sekolah | pengajaran yang kegiatan untuk dukungan
efektif pengembangan administratif
profesi pada semua
staf
Menjamin adanya Menyediakan Menjamin Mengelola dan
komunikasi yang program kesejahteraan staf memelihara gedung
efektif antara pengembangan yang | dan siswa dan sarana lainnya
sekolah dan diperlukan siswa
masyarakat terkait
(school community)
Menggerakkan Berperan serta dalam | Menyelenggarakan
partisipasi memotivasi siswa forum/diskusi untuk
masyarakat membahas kemajuan

kinerja sekolah

Menjamin akan
terpeliharanya
sekolah yang
bertanggung jawab
(akuntabel kepada
masyarakat dan
pemerintah)

2 Ibid, 30.
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Selain karakteristik yang telah disebutkan di atas, Menurut
Bailey dalam Sudarwan Danim karakteristik ideal manajemen
berbasis sekolah dan karakteristik ideal sekolah untuk abad ke-21
(school for the twenty-first characteristics) adalah sebagai berikut:

1) Adanya keragaman dalam pola penggajian guru
Caranya dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan melalui
pengiriman langsung gaji guru ke rekening sekolah kemudian
kepala sekolah mengalokasikan gaji guru itu per bulan sesuai
dengan prestasinya.

2) Otonomi manajemen sekolah
Sekolah menjadi sentral utama manajemen pada tingkat strategis
dan operasional dalam kerangka penyelenggaraan program
pendidikan dan pembelajaran.

3) Pemberdayaan guru secara optimal
Dikarenakan sekolah harus berkompetisi membangun mutu dan
membentuk citra di masyarakat, guru-guru harus diberdayakan
dan memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya
proses pembelajaran yang bermakna.

4) Pengelolaan sekolah secara partisipatif
Kepala sekolah harus mampu bekerja dengan dan melalui seluruh
komunitas sekolah agar masing-masing dapat menjalankan tugas
pokok dan fungsi secara baik dan terjadi transparansi pengelolaan
sekolah.

5) Sistem yang didesentralisasikan
Di bidang penganggaran misalnya, pelaksanaan MBS mendorong
sekolah-sekolah siap berkompetisi untuk mendapatkan dana dari
masyarakat atau dari pemerintah secara kompetitif dan mengelola
dana itu dengan baik.

6) Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan
aneka pilihan
Program akademik dan nonakademik dapat dikreasi oleh sekolah
sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai pula dengan kebutuhan
masyarakat lokal, nasional, atau global.

7) Hubungan kemitraan (partnership) antara dunia bisnis dan dunia
pendidikan
Hubungan kemitraan itu dapat dilakukan secara langsung atau
melalui komite sekolah. Hubungan kemitraan ini bukan hanya
untuk keperluan pendanaan, melainkan juga untuk kegiatan
praktik kerja dan program pembinaan dan pengembangan lainnya.



44

8) Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbubh relatif mandiri
Perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi
ruang gerak baginya untuk membuat keputusan inovatif dan
mengkreasi program demi peningkatan mutu sekolah.

9) “Pemasaran” sekolah secara kompetitif
Tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menawarkan produk
unggulan atau jasa. Jika sekolah sudah mampu membangun citra
mutu dan keunggulan, lembaga itu akan mampu beradu tawar
dengan masyarakat.29
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MBS
memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik dari MBS di
antaranya adalah aktivitas sekolah berdasarkan karakteristik,
kebutuhan dan kondisi sekolah, sekolah memiliki otonomi yang
lebih besar dalam mengelola sumber daya, menuntut partisipasi aktif
dari berbagai pihak, proses belajar mengajar menekankan pada
keaktifan siswa (PAKEM), adanya hubungan kemitraan antara

sekolah dengan masyarakat, dan adanya akuntabilitas dari sekolah

kepada masyarakat.

d. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Implementasi manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya
adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan
tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan
pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya
melalui proses manajerial yang mapan.’ Artinya, dalam konteks ini,

sekolah memiliki wewenang untuk mengambol keputusan sebab

? Sudarwan Danim, Visi Manajemen Sekolah: Dari Unit Birikrasi Ke Lembaga Akademik
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 29-31.
'S Minarti, Manajemen Sekolah..., 76.
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keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses
belajar mengajar dalam konsep MBS yang utuh.

Pada tataran di atas, Syaiful Sagala menyatakan bahwa
kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup, antara lain: (1)
mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, (2)
keputusan berkaitan dengan rekrutmen dan pengelolaan guru dan
pegawai administrasi, (3) keputusan berkaitan dengan pengelolaan
sekolah.”’

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dicapai
melalui dua unsur, yaitu proses dan komponen manajemen sekolah
yang efektif. Untuk mencapai keberhasilan implementasi MBS,
masing-masing komponen manajemen sekolah diselenggarakan secara
profesional melalui 4 proses manajemen sekolah guna menghasilkan
kesatuan pengelolaan sekolah yang berkualitas.*”

1) Proses MBS
Dalam Buku IV (Panduan Pelaksanaan Manajemen
Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar) yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, proses kegiatan MBS terdiri
atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:
a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan,
kegiatan, sumber daya, waktu, tempat, dan prosedur

3! Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 80.
2 Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar: Buku I(Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013), 14.
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penyelenggaraan komponen manajemen berbasis sekolah.
Syarat-syarat perencanaan dalam manajemen sekolah meliputi
tujuan yang jelas, sederhana, realistis, praktis, terinci, fleksibel,
menyeluruh, serta efektif dan efisien. Produk dari perencanaan
adalah rencana kegiatan. Dalam proses perencanaan, kepala
sekolah terlebih dahulu perlu menganalisis faktor-faktor
internal maupun eksternal yang akan menjadi dasar dalam
perencanaan program-program sekolah. Setelah dilakukan
analisis faktor-faktor internal maupun eksternal, analisis faktor
tersebut digunakan oleh sekolah untuk melihat kelemahan,
kekuatan, dan peluang sekolah dalam menyusun visi, misi, dan
rencana kerja sekolah.

(1) Visi sekolah merupakan mimpi/harapan yang ingin
dicapai oleh warga sekolah.

(2) Misi sekolah merupakan upaya/tindakan yang dilakukan
oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah.

(3) Tujuan sekolah adalah hasil penyelenggaraan pendidikan
yang akan dicapai.

(4) Rencana kerja sekolah ada dua, yaitu rencana kerja jangka
menengah dan tahunan. Rencana kerja jangka menengah
yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam
kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu
lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang
mendukung peningkatan mutu lulusan. Sementara rencana
kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan
rencana kerja jangka menengah.

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses kegiatan memilih,
membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi tugas dan
wewenang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan
komponen manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk
kesatuan susunan dan struktur organisasi yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah. Dalam
proses pengorganisasian perlu adanya prinsip-prinsip agar
tujuan dapat tercapai secara efektif. Prinsip-prinsip
pengorganisasian meliputi adanya kejelasan tugas dan
wewenang, adanya kesatuan perintah, fleksibel, seimbang, dan
semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang akan
dicapai serta tugas dan wewenangnya.

Pelaksanaan

Proses pelaksanaan berarti implementasi dari rencana
yang telah disusun. Dalam proses pelaksanaan juga dilakukan
pemotivasian, pengarahan, supervisi, dan pemantauan. Prinsip
yang digunakan dalam proses pelaksanaan meliputi penetapan
standar operasional kegiatan, penentuan ukuran keberhasilan
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kegiatan, dan melakukan pengembangan kegiatan atau
tindakan koreksi jika diperlukan.
d) Pengawasan
Pengawasan diartikan sebagai proseskegiatan untuk
membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaan kegiatan. Pengawasan berguna untuk mengukur
keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan
menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan
komponen manajemen sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Semua hasil pengawasan digunakan sebagai input bagi
perencanaan komponen manajemen sekolah yang akan
datang.™
2) Komponen Manajemen Berbasis Sekolah
Mulyasa menyatakan bahwa “Hal yang paling penting
dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah
manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri”.
Minimal terdapat 7 komponen sekolah yang harus dikelola dengan
baik dalam rangka MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran,
tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana
pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta
manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Lebih jelasnya
diuraikan sebagai berikut:**
1) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
Sekolah  merupakan ujung tombak pelaksanaan
kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang

diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai

tujuan pendidikan. Agar proses belajar mengajar dapat

# Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar: Buku IV (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013),18-25.
* Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., 39.
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dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil
yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen kurikulum
dan program pengajaran. Pengembangan kurikulum dan
program pengajaran perlu dibimbing, diarahkan, dan diawasi
dalam pelaksanaannya oleh manajer sekolah. Manajer sekolah
atau kepala sekolah bersama dengan guru-guru harus
menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke

dalam program tahunan, semester, dan bulanan.®

2) Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk
mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien
untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi
yang menyenangkan. Manajemen tenaga kependidikan
mencakup  perencanaan pegawai, pengadaan pegawai,
pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,
pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai.
Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan
dapat tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang
diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta
dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.*®

Kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen

pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar

3 Ibid, 41.
3 Ibid, 42
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urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat

pekerjaan, dan kondite pegawai untuk membantu kelancaran

MBS di sekolah yang dipimpinnya.37

Hasbullah menyatakan ada beberapa prinsip dasar yang
harus dipegang kepala sekolah dalam menerapkan manajemen
personalia atau tenaga kependidikan, yaitu:

a) Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia
adalah komponen paling berharga;

b) Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika
dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya
tujuan institusi/lembaga sekolah;

¢) Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku
manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan pengembangan sekolah;

d) Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya
mengupayakan agar setiap warga (guru, staf administrasi,
siswa, orang tua siswa, dan yang terkait) dapat bekerja sama
dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.*®

3) Manajemen Kesiswaan
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai
masuk sampai peserta didik tersebut keluar dari sekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai

kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di

sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai

tujuan pendidikan sekolah.”

37 g7
Ibid, 45.

* Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap

Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 113.

¥ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., 46.
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Bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga
tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid
baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan
pembinaan disiplin. Di sekolah perlu dilakukan pencatatan dan
ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, buku
klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku
rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dan sebagainya.*’

Hasbullah menyatakan berkenaan dengan manajemen
kesiswaan, ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat
perhatian, yaitu:

a) Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek,
sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap
perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait
dengan kegiatan mereka.

b) Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari
kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat
dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana
kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki
wahana untuk berkembang secara optimal.

c¢) Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar, jika
mereka menyenangi apa yang diajarkan.

d) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut
ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. 4

4) Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Mulyasa menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan

pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang

sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan

O Ibid, 46-47.
*! Hasbullah, Otonomi Pendidikan..., 121.
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pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi
yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen
lain.*

Tugas manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3,
yaitu financial planning, implementation, dan evaluation.
Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinasi semua
sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran.
Implementation adalah kegiatan pelaksanaan berdasarkan
rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian
jika diperlukan. Evaluation merupakan proses evaluasi terhadap
pencapaian sasaran.*’

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut
asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan
bendaharawan. Lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

a) Otorisator
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk
mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan
pengeluaran anggaran.

b) Ordonator
Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan
pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala
tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah
ditetapkan

¢) Bendaharawan
Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-
surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta

42 Mulyasa, Manajemen berbasis sekolah ..., 47-48.

3 Ibid, 48-49.
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diwajibkan membuat perhitungan dan
pertanggungjawaban.**

5) Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

6)

7)

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas
mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar
dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada
jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan sarana dan
prasarana  pendidikan  meliputi  kegiatan  perencanaan,
pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan
penghapusan serta penataan.*
Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral
dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah
dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam
mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan
efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian
tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya
kebutuhan pendidikan. Agar tecipta hubungan kerja sama yang
baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu
mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah

yang bersangkutan.46

Manajemen Layanan Khusus

* Ibid, 49
* Ibid, 49-50.
* Ibid, 50-52.
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Manajemen layanan khusus meliputi manajemen
perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Perpustakaan
yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta
didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan
yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri. Selain
bertanggung jawab dengan pelaksanaan pembelajaran, sekolah
juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan
rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu
memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para
pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan
melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.*’

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk
dari desentralisasi pendidikan. Hasbullah menyatakan bahwa
pelaksanaan MBS dalam kerangka desentralisasi pendidikan ini
memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

a) Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan secara
transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan tanggung
jawab terhadap masyarakat maupun pemerintah

b) Pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan yang
menjadi prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan
MBS. Sedangkan sekolah menjabarkannya sesuai dengan
potensi sekolah.

¢) Perlu dibentuk School Council (dewan sekolah/komite
sekolah) yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah,
orang tua peserta didik, dan masyarakat.

d) MBS menuntut perubahan tingkah laku kepala sekolah,

guru, dan tenaga administrasi menjadi lebih profesional dan
manajerial dalam pengoperasian sekolah.

Y7 Ibid, 52-53.
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e) Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan
manajemen yang terkait dengan MBS perlu diadakan
kegiatan pelatihan, pembinaan, dan sejenisnya.

f) Keefektifan MBS dapat dilihat dari indikator-indikator
sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan Kkinerja
organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan
sumber daya manusia dan administrasi.

Selanjutnya, Sudarwan Danim menyatakan bahwa MBS
menuntut keterlibatan tinggi dari sumber daya sekolah (kepala
sekolah, guru, dan staf tata usaha), sumber daya masyarakat
(orang tua murid, anggota masyarakat, penyandang dana, tokoh-
tokoh masyarakat, unsur pimpinan desa), dan sumber daya
pemerintah. Sumber daya tersebut membentuk sebuah bangun
segitiga yang masing-masing memberi sumbangsih dalam
pelaksanaan MBS pada institusi ujung tombak pendidikan
formal. Ketiga sumber daya sekolah tersebut merupakan sebuah
tripartit yang saling membahu membangun sebuah sosok

sekolah yang ideal.” Tripartit sumber daya sekolah tertuang

pada gambar 2 berikut.

48 Hasbullah, Otonomi Pendidikan..., 81.
* Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 202.
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Sumber daya

Sekolah
MBS
Sumber daya Sumber daya
pemerintah dan | »| masyarakat dan
masyarakat orang tua siswa

Gambar 2.2 Tripartit Sumber Daya Sekolah™

Penerapan MBS di suatu sekolah dapat dilihat dari beberapa
segi serta memiliki beberapa faktor dan syarat yang perlu
diperhatikan. Dalam penelitian ini, penerapan MBS difokuskan
pada komponen manajemen sekolah yang meliputi kurikulum
muatan lokal, pengembangan sarana prasarana, keungan dan
penjaringan aspirasi masyarak melalui hubungan masyarakat. Hal
itu karena salah satu wujud peran komite sekolah dalam
pelaksanaan MBS yang menarik untuk penulis gali lebih dalam
untuk peningkatan kualitas sekolah. Dengan penelitian 1ini,
diharapkan sekolah lain dapat mengembangkan penerapan MBS
melalui atau melibatkan komite sekolah untuk berperan aktif dalam

meningkatkan mutu pendidikan di SMP atau MTs.

0 Ibid, 2003.
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2. Komite Sekolah
a. Pengertian Komite Sekolah
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai komite sekolah, maka
akan dipaparkan beberapa istilah dari berbagai pendapat:
Menurut Sagala Komite Sekolah merupakan organisasi
masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas

' Kemudian

perduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.5
Irawan menjelaskan bahwa komite sekolah merupakan institusi yang
dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan.5 2

Sedangkan menurut Hasbullah komite sekolah yang
berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri
yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga
pemerintahan.”

Selanjutnya dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun
2003 Pasal 1 ayat (25) disebutkan bahwa: ”"Komite Sekolah/Madrasah
adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta
didik, komite sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap

dunia pendidikan”.>* Sedangkan dalam Kepmendiknas No.

>! Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Alfabeta
2009), 251.

>> Ade Irawan et al, Mendagangkan Sekolah (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2004), 42.

53 Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 90.

> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 ayat 25
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044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikatakan
bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran
serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan
efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur
pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur
pendidikan luar sekolah.”

Setelah menelaah berbagai pengertian tentang komite sekolah,
maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa komite sekolah
adalah suatu badan mandiri yang berfungsi sebagai forum resmi untuk
mewadahi peran serta masyarakat, mengakomodasikan dan membahas
hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

b. Tujuan Komite Sekolah

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu
organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan
loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite
Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar
dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta
kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh
karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan
pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya,

Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada

% Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.
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pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and

advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan

pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.56
Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu
organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:’’

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat
dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan
di satuan pendidikan.

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan
demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan
yang bermutu di satuan pendidikan.

c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah
1) Peran Komite Sekolah
Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan
hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya
harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi
yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah

sebagai berikut:

a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

* Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Panduan Umum Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah: Untuk Sekolah Jenjang SD/MI1. SMP/MTs, SMA/Sdrjt (T.tp: MPF
documents Website Indonesia, 2016), 21-22.

> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.

% Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.
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Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
di satuan pendidikan.

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di
satuan pendidikan.

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di
satuan pendidikan. >

Sedangkan peran serta masyarakat sekolah melalui komite

sekolah ditegaskan oleh Satori yang dikutip oleh Sagala harus pula

diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam

pengelolaan sekolah yaitu mencangkup:

a)

b)

9

d)

Komite sekolah merupakan partner sekolah yang secara
bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu.
Program-program akademik yang ditujukan pada kepentingan
para peserta harus mendapat dukungan dari komite kepala
sekolah, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan
ketersediaan biaya yang diperlukan. Membangun saling
pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun
antara sekolah dengan komite sekolah.

Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan
merumuskan ~ program  prioritas sekolah, sasaran
pengembangan  sekolah, strategi pencapaian  sasaran,
pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran pengembangan
sekolah. Analisis kebutuhan dan penyusunan perencanaan
dilaksanakan bersama komite sekolah.

Pengembangan perencanaan tahunan sekolah. Perencanaan ini
merupakan penjabaran dari perencanaan strategic sekolah yang
menggambarkan kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang
bentuk program sekolah disertai perencanaan anggaran
pembiayaan sekolah (Rencana Pendapatan dan pendapatan
sekolah-RAPBS). Perencanaan Tahunan Sekolah di susun
bersama Komite Sekolah.

Melakukan monitoring internal dan evaluasi dan (internal
monitoring dan self assesment) secara regular, serta
melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite
sekolah. Dalam kegiatan ini perlu dirancang aspek-aspek apa
saja yang menjadi perhatian, bagaimana format dan
instrumennya, dan siapa atau gugus tugas yang melakukannya.

> Ibid.
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Hasil internal monitoring dan self assessment ini sangat
penting sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan sekolah,
hasil-hasil dan prestasi yang dicapai dan hambatan serta
masalah-masalah serius apa yang dihadapi sekolah.

Menyusun laporan tahunan sekolah yang menggambarkan
pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan tahunan
sekolah merupakan dokumen penting yang menjelaskan
kondisi kemajuan sekolah. Bentuk laporan tahunan sekolah
disesuaikan dengan perencanaan tahunan sekolah. Aspek-
aspek apa saja yang perlu dilaporkan, bagaimana format
laporannya, dan siapa/gugus tugas mana yang melakukannya
perlu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang pasti bahwa
laporan tahunan sekolah sangat bermanfaat bagi sekolah
sendiri dan para stakeholder-nya. Laporan tahunan sekolah
adalah kesempatan bagi sekolah melepaskan pertanggung
jawaban terhadap stakeholder sekolah (khususnya orang tua).
Melalui media ini mereka memperoleh informasi yang jujur,
obyektif, dan dapat dipercayai mengenai kinerja sekolah dan
hasil belajar murid. Laporan tahunan sekolah yang telah
dibahas dan mendapat penerimaan komite sekolah, selanjutnya
disampaikan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
setempat sebagai bahan untuk melakukan review sekolah.
Melakukan Revieu Sekolah. Kegiatan ini sangat bermanfaat
untuk mengetahui kondisi objektif masing-masing sekolah
dalam satu wilayah pembinaan. Jika diketahui ada sekolah
yang maju pesat, melalui reviu sekolah dapat dipelajari kondisi
atau factor-faktor yang menyebabkannya. Sebaliknya, hasil
reviu sekolah dapat dijadikan barang berharga untuk dikaji
secara terbuka dan professional, sebagai bahan refleksi
pembinaan sekolah. Reviu sekolah dapat dilakukan pada
tingkat kecamatan untuk sekolah dasar dan tingkat
kabupaten/kota untuk sekolah menengah.

Melakukan survey pendapat sekolah terhadap stakeholder
sekolah. Hasil survey ini menggambarkan posisi pendapat dan
kepuasan pada stakeholder mengenai apa yang telah dianggap
baik dan hal-hal apa yang perlu perbaikan. Hasil survey
pendapat sekolah dapat dilakukan setahun sekali. Hasilnya
dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan
perencanaan stratejik maupun perencanaan tahunan sekolah.
Menyelenggarakan “hari terbuka” (open day) bagi orang tua
dan masyarakat, sehingga mereka memilki pemahaman yang
lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah. Melalui
program open day, masyarakat dan orang tua dapat melihat
fasilitas pendidikan, kondisi sarana-prasarana sekolah,
komitmen khusus sekolah, program-program unggulan
sekolah, mutu kepemimpinan sekolah, kondisi guru-guru dan
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tenaga staf tata usaha pendukungnya. Open day dapat
dilakukan setahun sekali untuk membangun “customer image”
terhadap sekolah dan dalam jangka panjang memperkuat
akuntabilitas sekolah.

1) Memantau kinerja sekolah yang meliputi kinerja manajemen
sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar
termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik,
disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam
intra maupun ekstrakurikuler. Catatan hasil pemantauan
tersebut disampaikan terhadap pimpinan sekolah untuk
memperoleh tanggapan yang sepatutnya dalam upaya
memajukan sekolah.®

2) Fungsi Komite Sekolah
Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki
fungsi sebagai berikut:

a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b) Melakukan kerja sama dengan masyarakat
(perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia  industri) dan
pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.

¢) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masyarakat.

d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
satuan pendidikan mengenai:

(1) Kebijakan dan program pendidikan;

(2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah
(RAPBS);

(3) Kiriteria kinerja satuan pendidikan;

(4) Kiriteria tenaga kependidikan;

(5) Kiiteria fasilitas pendidikan; dan

(6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan
pemerataan pendidikan.

f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

% Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung:
Alfabeta, 2013), 243-244.
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g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,
program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan.®'

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya,
melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

a) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan
program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik
yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

b) Menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  bantuan
masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak
maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran)
kepada masyarakat dan pemerintah setempat.62

d. Organisasi Komite Sekolah
1) Keanggotaan Komite Sekolah
Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur
yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru,
yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan
Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite
Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-
komponen sebagai berikut:
a) Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang
kelas yang dipilih secara demokratis.
b) Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama,
budayawan, pemuka adat).
c) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau

dijadikan  figur dan mempunyai perhatian untuk
meningkatkan mutu pendidikan.

%! Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.

> Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Panduan Umum Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah: Untuk Sekolah Jenjang SD/MI. SMP/MTs, SMA/Sdrjt (T.tp: MPF
documents Website Indonesia, 2016), 24.
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d) Pejabat pemerintah setempat (Kepala  Desa/Lurah,
Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).

e) Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan
lain-lain).

f) Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada
peningkatan mutu pendidikan.

g) Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-
lain).

h) Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih
secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.

i) Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah
dewasa dan mandiri. ©*

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan
guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan
Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9
(sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak,
dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan
di dalam AD/ART.**

Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART
yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris,
bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis.

Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan

pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang

% Ibid, 24-25.
 Ibid, 25
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menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai
sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.*

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan
berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a) Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka
dalam musyawarah Komite Sekolah.

b) Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite
Sekolah.

¢) Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau
dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang
keahliannya. 06

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat di
identifikasikan sebagai berikut:

a) Pengurus komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada
musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan
ART.

b) Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang
disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada
peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.

c) Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak
produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota
dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan
baru.

d) Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran
Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. 67

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Komite Sekolah wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar

sekurang-kurangnya memuat: a) Nama dan tempat kedudukan, b)

Dasar, tujuan, dan kegiatan. c) Keanggotaan dan kepengurusan, d)

Hak dan kewajiban anggota dan pengurus, e) Keuangan, d)

8 Ibid, 25-26.
% Ibid, 26.
7 Ibid, 26.



65

Mekanisme kerja dan rapat-rapat, dan f) Perubahan AD dan ART,
serta pembubaran organisasi. ®*
Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat: a)
Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite
Sekolah, b) Rincian tugas Komite Sekolah, ¢) Mekanisme rapat, d)
Kerja sama dengan pihak lain, dan e) Ketentuan penutup. 69
e. Pembentukan Komite Sekolah.
1) Prinsip Pembentukan
Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan
adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan
diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan
panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria
calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon
anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.
Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan
hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya
maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis
adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus

dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu

% Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.

° Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Panduan Umum Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah: Untuk Sekolah Jenjang SD/MI. SMP/MTs, SMA/Sdrjt (T.tp: MPF
documents Website Indonesia, 2016), 27.



2)

66

pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui
pemungutan suara.”’
Mekanisme Pembentukan

Pembentukan komite Sekolah diawali dengan pembentukan
panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan
dan/atau oleh atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan
praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan,
penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli
pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan
industri), dan orang tua peserta didik.”’

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan
Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)  Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk
pengurus/anggota BP3, majelis sekolah, dan komite sekolah
yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan
ini.

b)  Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota
berdasarkan usulan dari masyarakat;

c)  Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;

e)  Menyusun nama-nama anggota terpilih;

f)  Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite
Sekolah;

g)  Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah
kepada kepala satuan pendidikan.

h)  Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah
terbentuk. >

" Ibid, 27-28.
" Ibid, 28.
2 Ibid, 28-29.
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3) Penetapan Pembentukan Komite Sekolah

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam
musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui
pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah
sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing
unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat
Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam
AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus
Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite
Sekolah.”

Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada
pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk
memperoleh kekuatan hukum, Komite Sekolah dapat dikukuhkan
oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya Komite Sekolah
untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Kecamatan; SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.”

f. Tata Hubungan Antarorganisasi
Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sesuai dengan jenjang
dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-

undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu setiap

3 Ibid, 29.
™ Ibid.
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penyelenggaraan persekolahan dibina oleh instansi yang berwenang.
Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan
hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara sekolah
dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan,
konsultasi, koordinasi, pelayanan, dan kemitraan.”

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan,
Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan pendidikan dengan Komite-komite Sekolah pada satuan
pendidikan lain bersifat koordinatif.”®
g.  Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

Komponen dan indikator kinerja Komite Sekolah tidak dapat
dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni
sebagai badan pertimbaangan (advisory agency), pendukung (supporting
agency), pengawas (controlling agency), dan badan mediator (mediator

agency). Berkaitan dengan peran Komite Sekolah tersebut, tercakup di

dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi badan-badan tersebut dan

fungsi manajemen pendidikan.”’

1) Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

Di tengah era otonomi daerah sekarang ini, partisipasi dan
keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan

kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk

7 Ibid, 29-30.

7 Ibid, 30.

" Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Indikator Kinerja
Komite Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.
diakses pada tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.


http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.%20diakses
http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.%20diakses
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pendidikan. Untuk itu, sebagai badan atau lembaga yang non-
struktural, dalam perannya sebagai badan yang memberikan
pertimbangan atau nasihat, Komite Sekolah memiliki peran yang
sangat krusial sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi
masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah
Komite Sekolah untuk dimasukkan dalam perencanaan sekolah.’
Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran
mengidentifikasi sumberdaya pendidikan di sekolah serta
memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS,
termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan
program, yang menyangkut kurikulum, Proses Belajar Mengajar,
dan evaluasi. Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan
penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses
pengelolaan  pendidikan  di  sekolah,  termasuk  proses
pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi
pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di
sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses
pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.”
Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, antara
lain Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, dan alokasi
anggaran. Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat

bagi sekolah, antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi

" H.A.R. Tilaar, Kekuasaan & Pendidikan (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 283.
" M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal
Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol.14 No.I Jan-Apr 2009 68-91, 8.
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sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini

akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai

sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat

diperbantukan di sekolah.

Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam

perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 2.2:

Peran Komite

Fungsi Manajemen

Indikator Kinerja

Sekolah Pendidikan
Badan 1. Perencanaan Sekolah . Identifikasi sumber daya pendidikan
Pertimbangan dalam masyarakat
(Advisory . Memberikan masukan untuk
Agency) penyusunan RAPBS
. Menyelenggarakan rapat RAPBS
(sekolah, orang tua siswa,
masyarakat)
- Memberikan pertimbangan
perubahan RAPBS
- Ikut mengesahkan RAPBS bersama
kepala sekolah.
2. Pelaksanaan . Memberikan ~ masukan  terhadap
Program proses pengelolaan pendidikan di
a. Kurikulum sekolah
b. PBM - Memberikan ~ masukan  terhadap
c. Penilaian proses pembelajaran kepada para
guru
3. Pengelolaan  Daya . Identifikasi potensi sumber daya
Sumber Pendidikan pendidikan dalam  masyarakat
a. SDM . Memberikan pertimbangan tentang
b. S/P tenaga kependidikan yang dapat

c. Anggaran

diperbaharui di sekolah

. Memberikan pertimbangan tentang

sarana dan prasarana yang dapat
diperbantukan di sekolah

. Memberikan pertimbangan tentang

anggaran yang dapat
dimanfaatkan di sekolah
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai

Badan Pertimbangan™

2) Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

Dalam perannya sebagai badan pendukung (supporting
agency), melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, Komite
Sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai
persoalan yang terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan,
khususnya terkait dengan masalah tenaga kependidikan. Hal ini
dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan pada beberapa
sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi sehingga akan
mengganggu pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah kemudian
dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru
sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah
yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga
kependidikam.81

Komite Sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang
ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah.
Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang

selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di

% Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas,Indikator Kinerja Komite
Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/. pada
tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.

81 M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah..., 8-9.


http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/
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sekolah dapat diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam
upayanya meningkatkan mutu pendidikan.82

Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa dilakukan
oleh komite sebagai badan pendukung dalam meningkatkan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaiamana
Rohiat mengemukakan bahwa strategi pengembangan tenaga
pendidik dapat dilakukan melalui workshop/penelitian internal
sekolah, mengirimkan guru dalam MGMP, melaksanakan kerjasama
dengan LPMP, melaksanakan in house training, melaksanakan
kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam bidang ICT, melaksanakan magang ke sekolah lain, dan
melaksankan kerjasam dengan lembaga perguruan tinggi.*

Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelaksanaan
proses pendidikan, juga harus mendapat perhatian penting.
Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu
akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Oleh
karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan
sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu
Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana
yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada
masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan.

Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan

82 Ibid, 9.

%3 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 86.



73

Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan
dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan
atau bantuan tersebut.™

Memang harus diakui, anggaran pendidikan yang ada pada
pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itunpemanfaatan
sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat
menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan
yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting,
sekolah merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat sehingga
masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap
sekolah.”

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite

Sekolah dalam perannya sebagai badan pendukung dapat diamati

pada Tabel 2.3:
Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator Kinerja
Sekolah Pendidikan
Badan Pendukung |1. Pengelolaan Sumber Daya |a. Memantau kondisi ketenagaan
(Supporting pendidikan di sekolah
Agency)

b. Mobilisasi guru sukarelawan
untuk menanggulangi
kekurangan guru di sekolah

¢. Mobilisaasi tenaga

kependidikan non guru untuk
mengisi kekurangan di sekolah

2. Pengelolaan Sarana dan [a. Memantau kondisi sarana dan
Prasarana prasarana yang ada di sekolah

b. Mobilisaasi bantuan sarana dan
prasaran sekolah

% M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah..., 9.

8 Ibid,.



74

c. Mengkoordinasi dukungan
sarana dan prasarana sekolah

d. Mengevaluasi pelaksanaan
dukungan sarana dan
prasarana sekolah

3. Pengelolaan Anggaran a. Memantau kondisi anggaran
pendidikan di sekolah

b. Mobilisaasi dukungan terhadap
anggaran pendidikan  di
sekolah

c. Mengkoordinasi dukungan
terhadap anggaran pendidikan
di sekolah

d. Mengevaluasi pelaksanaan
dukungan anggaran di sekolah

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Peranny sebagai
Badan Pendukung86

3) Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)

Tanpa menafikan bagian-bagian lain dalam sebuah
manajemen, namun dapat dikatakan bahwa bagian yang terpenting
dalam manajemen adalah controlling. Peran Komite Sekolah
sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang
dilakukan DPRD Komisi E Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan
pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran
pengontrol yang dilakukan Komite Sekolah berjalan dengan optimal
terhadap pelaksanaan pendidikan.®’

Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai
badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan, memiliki

beberapa fungsi yang dapat dilakukan antara lain melakukan kontrol

% Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas,Indikator Kinerja Komite
Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/. pada
tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.

87 M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah..., 9.
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terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas
Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang
ada. Komite Sekolah dapat melakukan fungsi yang sama seperti
yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu melakukan kontrol
terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan
di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.®®

Fungsi Komite Sekolah dalam melakukan kontrol terhadap
pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai
dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan
pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana
dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan
sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh
mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol
alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.®

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun tidak boleh
mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini, yang menjadi
ukuran keberhasilannya adalah nilai pada wujian akhir. Dalam
kaitannya dengan ini, Komite Sekolah memiliki peran yang penting
dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil
ujian akhir. Karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di

sekolah-sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan

8 Ibid, 9-10.
% Ibid, 10.
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Pendidikan untuk memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu
keluaran pendidikan.”
Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam

perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 2.4:

Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator Kinerja
Sekolah Sekolah

Badan Pengontrol |l. Mengontrol Perencanaan ja. Mengontrol proses pengambilan

(Controlling Pendidikan di Sekolah keputusan di sekolah

Agency) b. Mengontrol kualitas kebijakan di
sekolah

C. Mengontrol proses perencanaan

pendidikan di sekolah

d. Pengawasan terhadap kualitas
perencanaan sekolah

€. Pengawasan terhadap kualitas
program sekolah

2. Memantau pelaksanaan|a. Memantau organisasi sekolah

program sekolah

b. Memantau penjadwalan program
sekolah

c. Memantau alokasi anggaran
untuk pelaksanaan program
sekolah

d. Memantau partisipasi  stake-
holder  pendidikan  dalam
pelaksanaan program sekolah

3. Memantau out  put|a. Memantau Hasil Ujian Akhir

pendidikan
b. Memantau Angka Partisipasi
Sekolah
c. Memantau Angka Mengulang
Sekolah
d. Memantau angka bertahan di
sekolah

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai
Badan Pengontrol’!

90 .

Ibid,.
°!' Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas,Indikator Kinerja Komite
Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/. pada
tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.
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4) Komite Sekolah Sebagai Mediator (Mediator Agency)

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan,
koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang
penting dalam perencanaan. Sedangkan dalam perannya sebagai
badan mediator, Komite Sekolah berfungsi sebagai mediator dan
menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara
sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering
dialami orangtua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di
sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang
direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada
posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan
orangtua tersebut.’>

Peran sebagai mediator yang dilakukan Komite Sekolah dalam
pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi
berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program
pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan
mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat
terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu
akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya
akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan.
Bagi Komite Sekolah, hasil penyempurnaan kebijakan dan program

tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga

2 M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah..., 10.
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terjadi umpan balik (feed back) bagi keberhasilan pelaksanaan
pendidikan di daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar
berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat
akuntabel kepada malsyaralkalt.93

Bagi Komite Sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai
mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada
orangtua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sumber daya
pendidikan yang ada dalam masyarakat begitu besar, namun
pemanfaatannya kurang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya
pemberdayaan kesediaan bantuan masyarakat untuk pendidikan.”*

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite
Sekolah dalam perannya sebagai badan penghubung (mediator)

dapat diamati pada Tabel 2.5:

Peran Komite | Fungsi Manajemen

Indikator Kinerja

Sekolah Sekolah
Badan 1. Perencanaan Menjadi penghubung antara komite
Penghubung sekolah dengan masyarakat, komite
(Mediator sekolah dengan sekolah, dan komite
Agency) sekolah dengan dewan pendidikan

Mengidentifikasi aspirasi masyarakat
untuk perencanaan pendidikan
Membuat usulan kebijakan dan
program pendidikan kepada

sekolah

2. Pelaksanaan
Program

. Mensosialisasikan ~ kebijakan  dan

program sekolah kepada masyarakat

. Memfasilitasi ~ berbagai = masukan

kebijakan program terhadap sekolah

. Menampung pengaduan dan keluhan

terhadap kebijakan dan program
sekolah

% Ibid, 10-11.
% Ibid, 11.
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. Mengkomunikasikan pengaduan dan

keluhan masyarakat terhadap sekolah

3. Pengelolaan
Sumber
Pendidikan

Daya

. Mengidentifikasi kondisi sumber daya

di sekolah

. Mengidentifikasi sumbersumber daya

masyarakat

. Memobilisasi bantuan  masyarakat

untuk pendidikan di sekolah

. Mengkoordinasikan bantuan

masyarakat.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai
Badan Penghubung (Mediator)”

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti terhadap karya terdahulu,

peneliti menemukan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini,

yaitu:

1. Strategi Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD

Negeri | LHOKNGA

Jurnal penelitian nasional ini dilakukan oleh Sri Wardiah, Murniati

dan Djailani. Fokus penelitiannya adalah tentang Strategi Komite

Sekolah dalam Peningkatan Mutu pendidikan, maka sumber data atau

subjek dalam penelitian ini, adalah: Kepala sekolah, guru dan komite

Sekolah Dasar Negeri 1 Lhoknga. Sedangkan hasil penelitiannya adalah

(1) Program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi:

% Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas,Indikator Kinerja Komite
Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/. pada

tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB
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rapat rutin komite sekolah setiap semester, ikut mengesahkan
RKAS/RAPBS, menyampaikan wusulan dan rekomendasi kepada
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun dalam pelaksanaannya belum
efektif (2) Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan
melalui kegiatan diantaranya: Rapat rutin dengan warga sekolah pada
setiap akhir semester, Bersama-sama sekolah membuat rumusan visi dan
misi sekolah, menyusun RKAS dan RAPBS serta mengembangkan potensi
kearah yang lebih baik, (3) Kendala komite sekolah dalam peningkatan
mutu pendidikan adalah kurangnya komunikasi antara sekolah dengan
komite sekolah karena kurangnya waktu yang dimiliki oleh komite
sekolah, sehingga program komite sekolah menjadi kurang efektif.”®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada variabel yang diteliti, yaitu komite sekolah. Adapun
perbedaannya penelitian ini mengarah pada strategi komite sekolah dalam
peningkatan mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang akan penulis
lakukan diarahkan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam
implementasi MBS. Dengan demikian, posisi penelitian yang akan
dilakukan adalah mengembangkan temuan penelitian terdahulu.

2. Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama

Negeri Se-Kecamatan Baying Kabupaten Pesisir Selatan.

% Sri Wardiah, Murniati dan Djailani, Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan Di SD Negeri | LHOKNGA, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 3, No. 2, Mei
2015, dalam http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/download/2537/2384, diakses pada hari
Senin, tanggal 26 Oktober 2015 puku; 5.30 WIB.



81

Jurnal Penelitian ini dilakukan oleh Ramadhan. Fokus
penelitiannya adalah kepala sekolah, komite sekolah, wali murid dan siswa
. Hasil penelitiannya adalah tentang pelaksanaan fungsi Komite Sekolah
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan meliputi: (1) memberikan masukan,
pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; (2) mendorong
orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (3)
menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan; dan (4) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan.”’

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada variabel yang diteliti, yaitu komite sekolah. Adapun
perbedaannya penelitian ini mengarah pada pelaksanaan fungsi komite
sekolah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan diarahkan untuk
mengetahui kontribusi komite sekolah dalam implementasi MBS. Dengan
demikian, posisi penelitian yang akan dilakukan adalah mengembangkan
temuan penelitian terdahulu.

3. Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan (studi kasus
di SPMN 1 Leces Kabupaten Probolinggo).

Tesis yang dilakukan oleh Siti Fatonah, program Pasca Sarjana

°7 Ramadhan, Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 2, No. 1,
juni 2014, dalam http://journal.unnes.ac.id//nju/index.php/edukasi/article/download/969/906,
diakses pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 6.00 WIB.
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Universitas Negeri Malang. Fokus penelitiannya adalah (1) bentuk
organisasi komite sekolah, (2) mekanisme pemilihan komite sekolah, (3)
peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, (4) kendala
yang ditemukan dalam pelaksanaan peran komite sekolah, dan (5) faktor
pendukung keberhasilan komite sekolah. Hasil penelitian tersebut yaitu
(1) adanya bentuk organisasi komite sekolah yang bersifat lebih otonom
dan bersifat konsultatif koordinatif dengan dewan pendidikan kabupaten,
(2) mekanisme pembentukan komite sekolah berdasarkan musyawarah
mufakat antara sekolah, masyarakat, orang tua murid dan OSIS, (3) peran
komite dalam peningkatan mutu pendidikan bersifat menyeluruh yang
meliputi aspek keterlibatan komite dalam perencanaan pendidikan dan
pelaksanaan program pendidikan, (4) kendala yang ditemukan adalah
kurangnya kemampuan SDM dan koordinasi antar anggota, serta
kurangnya waktu pertemuan, (5) faktor pendukung keberhasilan adalah
kesamaan visi, adanya komunikasi antara sekolah dan pihak komite,
kepedulian yang tinggi dari seluruh anggota tentang masalah pendidikan,
koordinasi optimal sekolah dan komite dalam peningkatan mutunya. **
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada variabel yang diteliti, yaitu komite sekolah. Adapun
perbedaannya penelitian ini mengarah pada pelaksanaan peran komite
sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang

akan penulis lakukan diarahkan untuk mengetahui peran komite sekolah

% Siti Fatonah, Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi kasus di SMPN
1 Leces Kabupaten Probolinggo). Tesis. Tidak Diterbitkan. (Malang: PPs Universitas Negeri
Malang, 2005 )
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dalam implementasi MBS. Dengan demikian, posisi penelitian yang akan
dilakukan adalah mengembangkan temuan penelitian terdahulu.

4. Peran komite madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah
(studi kasus di MAN 3 Malang).

Tesis yang dilakukan oleh Nur Hayati, program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Malang. Penelitian ini memfokuskan pada profil
komite dan perannya dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah,
faktor penghambat dan pendukung terlaksananya komite di madrasah.
Hasil penelitian tersebut yaitu komite mempunyai berbagai peran
diantaranya sebagai pendukung berupa finansial, pemberi pertimbangan
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan
pendidikan, serta sebagai mediator antara pihak sekolah dengan
masyarakat dan pemerintah.”

Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel dan masalah
yang diteliti, yaitu komite sekolah dalam menerapkan MBS. Namun
perbedaannya terletak pada fokus penelitian, kalau penelitian sebelumnya
lebih melihat peran komite sekolah secara umum, sementara itu penelitian
yang akan dilakukan adalah pada komponen-komponen dalam
implementasi MBS di pendidikan yang bersistem Islamic boarding school.
Dengan demikian, posisi penelitian yang akan dilakukan adalah

mengembangkan temuan penelitian terdahulu.

% Nur Hayati, Peran Komite Madrasah dalam Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah
(Studi  kasus di MAN 3 Malang). Tesis. Tidak Diterbitkan. (Malang: Universitas Negeri
Malang 2004 )
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5. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi
Multi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung dan Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Ngunut)

Tesis yang dilakukan oleh Choirul Anam, program Pasca Sarjana
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini memfokuskan
pada bagaimana peran pemberi pertimbangan, peran pendukung, peran
pengontrol, dan peran mediator komite sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan, penelitian ini mengambil bentuk deskriptif dan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu 1) peran pemberi pertimbangan
KS dalam meningkatkan mutu pendidika adalah memberikan
pertimbangan kepada pihak lembaga sekolah dalam rangka membuat
kebijakan-kebijakan tertentu demi tercapainya tujuan pendidikan, 2) peran
pendukung KS dalam meningkatkan mutu pendidika adalah komite
sekolah mendorong munculnya swadaya dari masyarakat yang digunakan
sebagai dana sharing dalam rangka melanjutkan dan mengembangkan
berbagai sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan, 3) peran pengontrol KS dalam meningkatkan mutu pendidika
adalah pengawasan terhadap orang-orang yang bertugas mengusahakan
dan memakai sumber-sumber pendidikan secara efektif dan
efisien,ditambah denga kewajiban mengoreksi atau membuat revisi, jika
tujuan pendidikan tidak tercapai, 4) peran mediator dalam meningkatkan
mutu pendidika adalah sebuah tindakan atau usaha untuk mewadahi dan

menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
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kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan’ 100
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada yang diteliti, yaitu komite sekolah. Adapun perbedaannya
penelitian ini mengarah pada peran komite sekolah dalam meningkatan
mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan
diarahkan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam implementasi
MBS yang melihat pada komponen-komponennya yaitu pada kurikulum,
keuangan, sarana-prasarana dan penjaringan aspirasi masyarakat melalui
hubungan masyarakat. Dengan demikian, posisi penelitian yang akan

dilakukan adalah mengembangkan temuan penelitian terdahulu.

1% Choirul Anam, Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi
Multi kasus di MAN 1 Tulungagung dan SMA 1 Ngunut). tesis. Tidak Diterbitkan.
(Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2010 )
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No. | Peneliti, Instansi, Judul Level No. Jurnal Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
dan Tahun Penelitian
1. Sri wardiyah, | Strategi Komite Jurnal Volume 3, No. | Menggunakan Strategi (1) Program komite sekolah dalam peningkatan
Murniati dan | Sekolah dalam | Administrasi | 2, Mei 2015 metode penelitian | Komite mutu pendidikan meliputi: rapat rutin komite
Djailani, peningkatan Pendidikan kualitatif, obyek | Sekolah dalam | sekolah setiap semester, ikut mengesahkan
Universitas Syiah | mutu pendidikan yang diteliti | peningkatan RKAS/RAPBS, menyampaikan usulan dan
Kuala, (2015) di SD Negeri 1 komite sekolah. mutu rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk
LHOKNGA pendidikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun dalam
pelaksanaannya belum efektif (2) Strategi komite
sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan
melalui kegiatan diantaranya: Rapat rutin dengan
warga sekolah pada setiap akhir semester,
Bersama-sama sekolah membuat rumusan visi dan
misi sekolah, menyusun RKAS dan RAPBS serta
mengembangkan potensi kearah yang lebih baik,
(3) Kendala komite sekolah dalam peningkatan
mutu pendidikan adalah kurangnya komunikasi
antara sekolah dengan komite sekolah karena
kurangnya waktu yang dimiliki oleh komite
sekolah, sehingga program komite sekolah
menjadi kurang efektif.

2. Ramadhan, FIP | Pelaksanaan Jurnal Volume 2, No. | Menggunakan Pelaksanaan (1) Memberikan masukan, pertimbangan dan
UNP, (2014) Fungsi Komite | Administrasi | 1, juni 2014 metode penelitian | Fungsi Komite | rekomendasi kepada satuan pendidikan; (2)
Sekolah  Pada | Pendidikan kualitatif, Sekolah Pada | Mendorong orang tua murid dan masyarakat
Sekolah Obyek yang | program berpartisipasi dalam pendidikan; (3) Menggalang
Menengah diteliti komite | Sekolah dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
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Pertama Negeri

sekolah dalam

penyelenggaraan pendidikan; dan (4) Melakukan

Se-Kecamatan pendidikan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,
Bayang program,  penyelenggaraan dan  keluaran
Kabupaten pendidikan di satuan pendidikan
Pesisir Selatan
Siti Fatonah, PPs. | Peran  Komite Tesis Menggunakan Peran Komite | (1) Adanya bentuk organisasi komite sekolah
Universitas Sekolah  dalam metode penelitian | Sekolah dalam | yang bersifat lebih otonom dan bersifat konsultatif
Negeri  Malang, | Peningkatan kualitatif, Obyek | Peningkatan koordinatif dengan dewan pendidikan kabupaten,
(2005) Mutu yang diteliti | Mutu (2) Mekanisme pembentukan komite sekolah
Pendidikan komite  sekolah | Pendidikan berdasarkan musyawarah mufakat antara sekolah,
(Studi  kasus di dalam pendidikan masyarakat, orang tua murid dan OSIS, (3) Peran
SMPN 1 Leces komite dalam peningkatan mutu pendidikan
Kabupaten bersifat menyeluruh yang meliputi  aspek
Probolinggo keterlibatan  komite dalam  perencanaan
pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan,
(4) Kendala yang ditemukan adalah kurangnya
kemampuan SDM dan koordinasi antar anggota,
serta kurangnya waktu pertemuan, (5) Faktor
pendukung keberhasilan adalah kesamaan visi,
adanya komunikasi antara sekolah dan pihak
komite, kepedulian yang tinggi dari seluruh
anggota tentang masalah pendidikan, koordinasi
optimal sekolah dan komite dalam peningkatan
mutunya
Nur Hayati, PPs. | Peran  Komite Tesis Menggunakan Peran Komite | Komite mempunyai berbagai peran diantaranya

Universitas
Negeri  Malang
(2004)

Madrasah
dalam
Menerapkan
Manajemen
Berbasis

Sekolah  (Studi

metode penelitian
kualitatif, Obyek

yang diteliti
komite  sekolah
dalam pendidikan,

menerapkan

Madrasah
dalam
Menerapkan
Manajemen
Berbasis
Sekolah,

sebagai pendukung berupa finansial, pemberi
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, serta
sebagai mediator antara pihak sekolah dengan
masyarakat dan pemerintah.
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kasus di MAN
3 Malang)

manajemen
berbasis sekolah

Menggunakan
penelitian

studi kasus
tingkat
Madrasah
Aliyah Negeri.

Choirul Anam,

PPs. Institut
Agama Islam
Negeri (IAIN)
Tulungagung,
(2010)

Peran  Komite
Sekolah dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan
(Studi Multi
kasus di MAN
1 Tulungagung
dan SMA 1
Ngunut)

Tesis

Menggunakan
metode penelitian
kualitatif, Obyek

yang diteliti
komite  sekolah
dalam pendidikan

Peran Komite
Sekolah dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan

1) Peran pemberi pertimbangan KS dalam
meningkatkan mutu pendidika adalah memberikan
pertimbangan kepada pihak lembaga sekolah
dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan
tertentu demi tercapainya tujuan pendidikan, 2)
peran pendukung KS dalam meningkatkan mutu
pendidika adalah komite sekolah mendorong
munculnya swadaya dari masyarakat yang
digunakan sebagai dana sharing dalam rangka
melanjutkan dan mengembangkan berbagai sarana
dan prasarana sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan, 3) Peran pengontrol KS dalam
meningkatkan mutu pendidika adalah pengawasan
terhadap orang-orang yang bertugas
mengusahakan dan memakai sumber-sumber
pendidikan secara efektif dan efisien,ditambah
denga kewajiban mengoreksi atau membuat revisi,
jika tujuan pendidikan tidak tercapai, 4) Peran
mediator dalam meningkatkan mutu pendidika
adalah sebuah tindakan atau wusaha untuk
mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa
masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan
operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan
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Dari tabel 2.6 terkait tentang posisi penelitian terdahulu dan penelitian
sekarang, dengan judul ‘“Peran Komite Sekolah dalam Implementasi

2

Manajemen Berbasis Sekolah” dapat disimpulkan bahwa masih perlu
mengembangkan penelitian terdahulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran
komite sekolah dalam implementasi MBS yang berada di lembaga pendidikan
pesantren yang menyesuaikan kebutuhan pendidikan masyarakat membuat
lembaga tersebut terus eksis dan berkembang serta mampu beradaptasi
dengan perubahan-perubahan sosial dan tuntutan global yang sangat cepat.
Mengingat betapa pentingnya peran komite sekolah dalam implementasi
MBS dalam memajukan pendidikan, maka penelitian yang berjudul berjudul
“Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”
(Studi Multi Kasus di MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan

Gunung Jati Ngunut Tulungagung)” penting untuk dilakukan dan dikaji lebih

mendalam.

C. Paradigma Penelitian
Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang
Menunjukkna permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.101

1% Sugiono, metode administrasi (Bandung: Alfabeta, 2006), 43
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Gambar 2.3

Paradigma Penelitian
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Pada umumnya penelitian ini akan meneliti tentang peran komite
sekolah dalam menerapkan MBS maka peneliti memulai dari komite sekolah
karena sifatnya yang umum bahkan peran, tugas kinerja dan fungsi di masing
masing sekolah berbeda beda dari situ peran komite sekolah yang menjadi
ujung tombak maju atau berhasil tidaknya suatu lembaga karena proses atau
implementasi yang benar dan terkontrol akan melahirkan suatu keberhasilan

dalam mengatur suatu lembaga.
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